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BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa dalam rang)<a t.ercapainya sinergitas kebijakan 
dalam melaksanakan pembangunan daerah yang 
berkesinambungan serta menjamin kecerkaitan dan 
kooslstensi antara pel'encanaan, penga;,ggaran dan 
pengawasan antara pUsal dan daerah yang berpedoman 
pada Peraturan Perundang-undangan, perlu ditet.apkan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagal pcojabaran dari 
Rencana Pembangunan Jaogl<a Menengah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ket.entuan Pasal 23 ayat (!) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelalraanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 
Pemenntah Dacrah tRKPD) ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Oaerah (RKPD) Kabupateo Barito Utara Tahun 
2019; 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahuo 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor J Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (L.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana tclah 
bebera-pa_ kali diubah terakhir deng;m Undang-Undang 
Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
U Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 
JJ Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Pencrapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tabun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat 
LI di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor SI , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 



2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembara.11 Negara Republik Indonesia Nomor 442 l ); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor l 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndoneaiaNomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dnerah (l..embaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahon 2015 c.entang perubahan kedua Atas 
Uadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peratumn Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintnh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385): 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Lap0ran Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tau, Carn Penyusunan, Pengendalian dan 
E:valuasi Peiaksanaan Rencana Pembangunan Daerab 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peratumn Pemerintah Nomor 18 Tahon 20l6 tentang 
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Non,or 114, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik lndoncAia Nomor 4578), 

JO. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Lentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3): 

l 1. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan E:valuasi 
Pembangunan Daerah, tnta cara evaiuasi Rancangan 
Pcraturan Daerah tcncang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah clan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jang.ka Panjang Daerah, Reacana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 



Menetapkan 

Pemerintah Daerab (Berita Negara Republik Indonesia 
Tabun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Tengab Nomor 9 
Tabun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Mencngah Oaerah Provinsi Kalimantan Tcngah Tabun 
2015; 

13. Peraturan Daerab l(abupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerab (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tabun 2005-2025 
(Lembaran Daerab Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Oaerab Kabupaten Barito 
Utara Nomor 8); 

14. Peraturan Daerab Kabup.~ton Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerab Kabupaten 
Barito Utara Tabun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupatcn Barito Utara Nomor 6); 

15. Pcraturan Bupati Barito Utarn Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Oaerab Kabupaten Barito Uram (Lembaran Oaerah 
Kabupalen Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); 

MEMUTUSKAJII : 

PE:RATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMF,RINTAH 
OAF.RAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019. 

BABI 
KETENTUAl'I UMOM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupali in i yang dimaksud dcngan : 

1. Daerah adalah Kabupatcn Barito Utara 
2. Pem~rintah Daerah adalab Pemerinta h Kabupatea Bari to Utara. 
3. Bupatt adalah Bupati Barito Utara. 
4. Rcncana Pembangunan Jangka Pan Jang Daerah yang 

selanjutnya dlslngkat RPJPD adalab Dokumen Perencanaan 
Daerab untuk periode 20 (dua puluhl tabuo. 

S. Rencaaa Kerja Pemerinrah Daerah yang sclanjutnya disingkat 
RKPD adalab Penjabaran dari RPJ PD dan mcngacu pada 
Rencana Kerja Pemeriotab (Nasionall yang memuat rancangan 
kerarigka ekonomi daerah, rcncana kerja dan pendanaannya., 
baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah 
maupun ditcmpu_h dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bruito 
Utara. 

7. Tim Anggamn Pcmerintab Daerah yang seJanJutnya disebut 
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan kcputusan Bupati dan 
dipimpm oleh sekretaris daerah yang mempunyal tugas 
menyiapkan scrta melaksanakan kebijakan kepala daerah 
dalam raagka penyusunan Anggaran Pendapata.n Belanja 
Daerah yang anggotanya 1.erdiri dari pejabat pcrcncana daerah, 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerab dan pcjabat lainnya sesuai 
dengan kebun,han. 



8. Badan Pengelolaan Pendapatan Da.erab yang selanjutnya 
disingkat SPPD adalah Badan Pengelola J>endapatan Daerah 
Kabupaten Sarito Utara. 

9 . Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPKA adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Barito Utara. 

10. Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pcngembangan Daerah yang selai'\)utnya disebut Bappeda 
Litbang adalab Badan Perencana Pembangunan, Penclitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Sarito u,ara 

BAB a 
RENCAl'IA K.ERJA PEMBAl'IGUJI.Aff DAERAH 

PaAl 2 

(l) RKPD Tahun 2019 disusun mengacu kepada Perda RPJPD 
Kabupateo Barito Utara Tahun 2005 - 2025, RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan RKl'D Provinsi 
Kalimantan Tengab Tahun 2019. 

(2) RKPD Kabupatcn Barito Utara Tahun 2019 sebaga.tmana 
dimak.sud pada ayat (I) sebagai pedoman bagi: 
a . pemerintah daerab dalam menyusun Rancangan Anggaran 

Pcndapatan dan Belanja Daerab (RAPBD) Tabun 2019; dan 
b. Perangka1 Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sarito Utara dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2019, 

Pasal3 

(I) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusu nan Rancangan 
Anggaran Pendapatan Selanja Daerab Tahun 2019 sebagaimaoa 
dirnak.sud dalam Pasal 2 ayat (2) buru r a, menggunakan RKPO 
Tabun 2019 sebagai aeuan penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara 
(PPAS) yang selanjucnya (tibahas bersarna TAPD dengan Sadan 
Anggaran \Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Da.erah 
l<abu paten Snrito Utara. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana (timak.sud dalam Pasal 2 ayat 
\2) huruf b, rnenggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai baban 
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat 
Daerah. 

Pasal 4 

(1) Perangkal Daerah membuat laporan kinerjn criwulan dan 
tahuoan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indik.ator 
kinerja masing-mastng program. 

(21 Laporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1). disampaikan 
kepada Kepala SPKA dan Kepala Bappeda l,itbang paling larnbat 
10 (sepuluh) hari setelah berakhimya triwulan yang 
bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan 
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya 
yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersa.ngkutan . 



Pa.aal5 

Bappeda Lltbang melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) PD Tahun 20 19 berdasarkan RKPD Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2019. 

Paaal 6 

(J) RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019, sebagai dokumen 
perencanaan daera.h untuk periode satu tahun, yang dimulai 
dari tanggal I Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 20 I 9. 

(2) Rencana Kerja Pemeriotah Daerah (RKPD) sebagaimaoa 
dimaksud pada ayat (l), tercantum datam lampiran yang 
merupakan bagian dan satu kesatuan tidak 1erpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB ID 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 7 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatarmya dalam Serie.a Daerah 
Kabupaten Barito Utara. 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada 1.anggal 29 Juni 2018 

ARIS DAERAH 
TEN BARJTO UTARA, 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada canggal 29 Juni 2018 

Al<:RAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KE:PALA BAOIAN HUKUM, 

F~FAUZI 
NIP. 19710921 199803 I 004 


